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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk 

melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi 

Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di 

Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh 

penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, 

antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak 

kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait 

dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan 

dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang 

digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan 

masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan 

hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan 

publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan 

diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan 

memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, 

penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan 

menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir 

dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Koperasi, UKM Dan 

Perindustrian Kota Samarinda. 

 

 

 



 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan. 

2) Menyesuaikan dengan perubahan (menyesuaikan standar pelayanan 

dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman). 

3) Mengidentifikasi kelemahan (mengidentifikasi kelemahan dan 

kekurangan dalam standar pelayanan yang ada) 

 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan 

publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan; 

b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan; 

c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan 

untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam 

memberikan layanan kepada publik; 

f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

 

3) Publik 

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-

Undang Pelayanan Publik; 

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan 

atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang 

dilakukan; 



 

d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

a. Penyusunan Standar Pelayanan 

b. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari : Jum’at 

Tanggal : 24 Oktober 2025 

b. Tempat Pelaksanaan 

Aula Gedung Graha Ruhui Rahayu Lantai 1 Samarinda Ulu Jl. Ir. H. 

Juanda Kota Samarinda 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda 

b. Peserta FKP 

1) Penyelenggara Layanan : 

a. Plh. Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kota 

Samarinda 

b. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kota 

Samarinda 

c. Kepala Bidang Perindsutrian Dinas Koperasi, UKM Dan 

Perindustrian Kota Samarinda 

d. Kepala Bidang Pemberdaya Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM 

Dan Perindustrian Kota Samarinda 

e. Kepala Bidang Kelembagaaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, 

UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda 



 

f. Plt. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas 

Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda 

g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, 

UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda 

 

2) Stakeholder Pelayanan Publik : 

a. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota 

Samarinda 

b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Samarinda 

d. Direktur Bank Kaltimtara Cabang Utama Samarinda 

e. Dr. Silvia Purwanti, S.Sos (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Mulawarman) 

f. Camat Sambutan 

g. Camat Samarinda Ulu 

h. Camat Samarinda Seberang 

i. Camat Sungai Kunjang 

j. Camat Sungai Pinang 

3) Pengguna Pelayanan Publik : 

a. Edi Marjani 

b. Ellim Urniati 

c. Sri Rahayu 

d. Meilia 

e. Jihan Salsabila (Rani Cookies) 

f. Zubaidi (Spesialis Cuci Sepatu) 

g. Sari Marisa (Sari Kacang Sate) 

h. Muhammad Irfan (Kopiu) 

i. Indra Sembiring (A.ID Original) 

j. Hery Kusuma 

3. Metode Pelaksanaan FKP 
Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka 

 
 
 



 

4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

08.30 s.d 09.00 Registrasi Peserta  

09.00 s.d 10.00 

Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia 
Raya, Pembacaan Doa dan sambutan 
dari Plh. Kepala Dinas Koperasi, UKM 
Dan Perindustrian Kota Samarinda 

Dipandu Oleh 
MC 

10.00 s.d 10.30 
Pemaparan dari Ka.Sub.Bag Umum dan 
Kepegawaian 

 

10.30 s.d 11.00  Tanggapan diskusi  

11.00 s.d 11.30 Penutupan 
Dipandu Oleh 

MC 

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan tentang penyusunan dan peninjauan ulang 

Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian 

Kota Samarinda dan tanggapan dari peserta didapatkan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Kurangnya informasi tentang standar pelayanan yang ada. 

b. Kurangnya informasi kanal pengaduan. 

c. Persyaratan dalam standar pelayanan kurang lengkap dan jelas. 

2. Analisis 

Dengan dilaksanakannya penyusunan dan peninjauan ulang Standar 

Pelayanan (SP) pada Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kota 

Samarinda agar meningkatkan lagi Pelayanan yang sudah ada. 

Oleh karena itu perlu adanya suatu forum untuk diskusi atau dialog 

yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kota 

Samarinda untuk menerima tanggapan, saran atau masukan dari peserta 

forum agar di dapat rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan. 

 

 

 



 

3. Rencana Aksi 

a. Memperbanyak publikasi standar pelayanan yang ada baik secara offline 

maupun online.Memperbanyak publikasi standar pelayanan lewat media 

sosial. 

b. Menambah informasi kanal pengaduan seperti Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor. 

c. Memperjelas dan melengkapi persyaratan standar pelayanan. 

  

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik terkait 

Penyusunan dan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, 

UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025, maka Dinas Koperasi, 

UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda berkomitmen :  

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2. Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan 

sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Koperasi, 

UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda; 

3. Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu melakukan 

perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang 

ada pada Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kota Samarinda. 

4. Partisipasi masyarakat serta dukungan dari semua stakeholder sangat 

diperlukan dalam Forum Konsultasi Publik dan kegiatan ini agar dapat 

dilakukan dan diagendakan kembali 

 



LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani 

 

 



 
 
 
 



LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir 

 



 



 



LAMPIRAN III Surat Undangan 

 



 



 



LAMPIRAN IV. Dokumentasi Kegiatan. 

 

 

 



 

 



 


